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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Itsbat  Nikah pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan Majelis  telah

menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh: 

Muhamad Ari  bin  Misbah, Lahir  di  Berukelak,  21  Desember  1999,  NIK

5202102112990006, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal

di  Kampung  Baru  Lingkungan  Berukelak,  Kelurahan

Sasake,  Kecamatan  Praya  Tengah,  Kabupaten  Lombok

Tengah, Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  sebagai

Pemohon I;

Nining  Supriningsih  binti  Abdussamad, Lahir  di  Batu  Santek,  12  April

1999,  NIK 5202105204990006,  agama  Islam,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, tempat tinggal di Kampung Baru Lingkungan

Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara

Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar  keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal

14 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Praya  pada  tanggal  22  Agustus  2024  dengan  register  Nomor

687/Pdt.P/2024/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kampung

Baru  Lingkungan  Berukelak,  Kelurahan  Sasake,  Kecamatan  Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa pada saat  pernikahan tersebut  Pemohon I  berstatus Jejaka

dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali

nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdussamad dan dihadiri saksi

nikah masing-masing bernama H.  Junaedi  dan Zaenudin dengan mas

kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

kerabat,  semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahannya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  2  (dua)

orang anak bernama:

a. Afka Arya El Mubarrok, Laki-laki, lahir 3 Agustus 2019;

b. Devan Al Ghifari, laki-laki, lahir 24 Maret 2024;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama

itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai

kutipan  akta  nikah  karena  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

ternyata  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan

Pemohon  II  membutuhkan  Akta  Nikah  tersebut  sebagai  kelengkapan

identitas  diri  dan  status  anak-anak  yang  dilahirkan yang  memerlukan

penetapan pengesahan nikah;
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7.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan

Pemohon II   mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.  Majelis

Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  memberikan  penetapan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  (Muhamad Ari bin

Misbah) dengan Pemohon II (Nining Supriningsih binti Abdussamad)

yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017 di Kampung Baru

Lingkungan  Berukelak,  Kelurahan  Sasake,  Kecamatan  Praya  Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau  apabila  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Praya berpendapat

lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintah untuk mengumumkan itsbat

nikah yang diajukan oleh  Para  Pemohon sejak  tanggal  22  Agustus  2024

pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Praya yang disediakan untuk

itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak

ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah

datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  dan  Ketua  Majelis telah

memeriksa identitas Para Pemohon untuk memastikan bahwa Para Pihak

yang hadir adalah Para Pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut

Para  Pihak  yang  hadir  telah  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam  surat

permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

oleh Para Pemohon;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202102112990006, atas nama

Pemohon I,  tertanggal  9  Maret  2023,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah,

Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegelen),  telah dicocokkan dengan aslinya, di  paraf, diberi tanggal,

alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202105204990006, atas nama

Pemohon  II,  tertanggal  28  November  2018,  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok

Tengah,  Provinsi  Nusa Tenggara Barat,  telah bermeterai  cukup,  telah

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf, diberi

tanggal, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor

B.176/Kua.5202101/PW.01/08/2024, atas  nama  Para  Pemohon,  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Praya

Tengah,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,

telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),  telah dicocokkan

dengan aslinya, di paraf, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa, di  samping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon  juga

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Misbah  bin  Latif,  tanggal  lahir  31  Desember  1970,  agama  Islam,

pendidikan SD,  pekerjaan Petani,  tempat  kediaman di  Kampung Baru

Lingkungan  Berukelak,  Kelurahan  Sasake,  Kecamatan  Praya  Tengah,

Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  saksi

mengaku  sebagai  ayah  kandung  Pemohon  I,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Para  Pemohon,  saksi  adalah  ayah

kandung Pemohon I;
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- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat islam pada

tanggal  23  Desember  2017  di  rumah  orang  tua  Permohon  I  di

Kampung Baru Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara

Barat;

- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah Para Pemohon,

dan yang bertindak sebagai  wali  pernikahan adalah ayah kandung

Pemohon II,  dan yang menjadi  saksi pernikahan mereka adalah H.

Junaedi dan Zaenudin;

- Bahwa  mahar  pernikahan  tersebut  berupa  emas  seberat  5

(lima) gram dibayarkan secara tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah perawan

sedangkan Pemohon I adalah perjaka;

- Bahwa  Para  Pemohon  tidak  ada  hubungan  darah  maupun

sesusuan;

- Bahwa  tidak  ada  pihak  ketiga  yang  merasa  keberatan  atas

pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai

sampai sekarang;

- Bahwa  selama  pernikahan  Para  Pemohon  telah  dikarunia  2

(dua) orang anak;

- Bahwa  Para  Pemohon  mengajukan  itsbat  nikah  untuk

kepentingan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon serta

untuk  keperluan  mengurus  dokumen lainnya  seperti  akta  kelahiran

anak, dan lain sebagainya;

2. Zainudin bin Zaidun,  tanggal lahir 31 Desember 1994, agama Islam,

pendidikan SLTA,  pekerjaan Pedagang,  tempat  kediaman di  Kampung

Baru  Lingkungan  Berukelak,  Kelurahan  Sasake,  Kecamatan  Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi

mengaku  sebagai  saudara  sepupu  Pemohon  I,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah saudara

sepupu Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syariat islam pada

tanggal  23  Desember  2017  di  rumah  orang  tua  Permohon  I  di

Kampung Baru Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara

Barat;

- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah Para Pemohon,

dan yang bertindak sebagai  wali  pernikahan adalah ayah kandung

Pemohon II,  dan yang menjadi  saksi pernikahan mereka adalah H.

Junaedi dan Zaenudin;

- Bahwa  mahar  pernikahan  tersebut  berupa  emas  seberat  5

(lima) gram dibayarkan secara tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah perawan

sedangkan Pemohon I adalah perjaka;

- Bahwa  Para  Pemohon  tidak  ada  hubungan  darah  maupun

sesusuan;

- Bahwa  tidak  ada  pihak  ketiga  yang  merasa  keberatan  atas

pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai

sampai sekarang;

- Bahwa  selama  pernikahan  Para  Pemohon  telah  dikarunia  2

(dua) orang anak;

- Bahwa  Para  Pemohon  mengajukan  itsbat  nikah  untuk

kepentingan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon serta

untuk  keperluan  mengurus  dokumen lainnya  seperti  akta  kelahiran

anak, dan lain sebagainya;

Bahwa,  selanjutnya  Para  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan

secara  lisan yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonannya,  serta

memohon penetapan yang seadil-adilnya;
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Bahwa,  mengenai  hal  ikhwal  jalannya pemeriksaan di  persidangan

semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis

Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  49 huruf  a Undang-Undang

Nomor  3  Tahun 2006 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  menyatakan  bahwa  Pengadilan

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan,

dan  berdasarkan  surat  permohonan  Para  Pemohon  terbukti  bahwa  Para

Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon telah mendalilkan mengenai

tempat domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama

Praya, maka Pengadilan Agama Praya berdasarkan kompetensi absolut dan

relatif  berwenang  untuk  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  memutus

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau

istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan  itu,  dengannya  Para  Pemohon yang  mengaku  sebagai  pihak

yang  berkepentingan  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan

permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  pada  pokoknya

didasarkan  atas  telah  terjadinya  perkawinan  antara  Para  Pemohon  yang

dilangsungkan pada tanggal  23 Desember 2017 menurut  agama Islam di

Kampung Baru Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun
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belum  tercatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  setempat  sehingga  Para

Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah diumumkan pada 

Papan Pengumuman Pengadilan Agama Praya yang disediakan untuk itu 

sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, dan tidak 

ada pihak manapun yang keberatan dan merasa dirugikan oleh permohonan 

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dapat

dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 

dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, 

kesemuanya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, 

berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata Jo. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka 

Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat 

bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh 

Pejabat yang berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat 

bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk

Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat

sebagaimana  tersebut  pada  surat  permohonan  Para  Pemohon  yang

merupakan  daerah  yuridiksi  Pengadilan  Agama  Praya,  sehingga

berdasarkan alat  bukti  tertulis  yang bertanda P.1 dan P.2  tersebut,  harus

dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat senyatanya di wilayah

Kabupaten  Lombok  Tengah,  oleh  karenanya  Pengadilan  Agama  Praya

berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa bukti  P.3 berupa  Surat  Keterangan yang isinya

menjelaskan bahwa Para Pemohon tidak pernah tercatat pernikahannya di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Praya  Tengah,  Kabupaten  Lombok
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Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  dengan  demikian  telah  terbukti

bahwa pernikahan Para Pemohon hingga saat ini  memang belum tercatat

dan belum memiliki  buku nikah sebagai  landasan yuridis bagi  pernikahan

Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang

saksi di muka sidang. Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat 

formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, 

bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah

di depan persidangan, sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan 

Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 

materi kesaksian kedua orang saksi tersebut yaitu, Para Pemohon telah 

menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 23 Desember 2017 di 

Kampung Baru Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan 

status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan 

darah maupun persusuan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung 

Pemohon II, dengan dihadiri saksi-saksi yang bernama H. Junaedi dan 

Zaenudin, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayarkan

secara tunai, serta sampai saat ini Para Pemohon belum pernah bercerai 

dan tidak pernah ada yang keberatan dari pihak ketiga atas status 

pernikahan Para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta 

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil 

permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan 

lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan 

patut dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  atas  kesimpulan  Para  Pemohon  yang

disampaikan secara  lisan, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada

permohonannya,  Majelis  Hakim  menilai  kesimpulan  Para  Pemohon  tidak
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menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan

pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima;

Menimbang,  bahwa  setelah  mengkonstatir  dan  mengkualifisir

permohonan Para Pemohon, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan

oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara

kronologis sebagai berikut:

- Bahwa  Para  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan  sesuai

syariat  Islam  pada  tanggal  23  Desember  2017  di  Kampung  Baru

Lingkungan Berukelak,  Kelurahan Sasake,  Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  yang

menjadi wali  nikah adalah ayah kandung Pemohon II,  dengan dihadiri

saksi-saksi yang bernama H. Junaedi dan Zaenudin dengan mas kawin

berupa Emas seberat 5 (lima) gram dibayarkan secara tunai;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon

II  berstatus  perawan,  dan  Para  Pemohon  tidak  ada  larangan  untuk

menikah, karena tidak ada hubungan darah maupun persusuan;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan

tersebut;

- Bahwa Para  Pemohon mengajukan itsbat  nikah  untuk  kepentingan

kepastian  hukum  status  perkawinan  Para  Pemohon  serta  untuk

keperluan mengurus dokumen-dokumen lainnya seperti  akta kelahiran

anak, dan lain sebagainya;

Menimbang,  bahwa  sekalipun  pernikahan  Para  Pemohon  terjadi

setelah  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  namun karena  pengesahan  perkawinan  atau  itsbat  nikah  ini

sangat berguna bagi Para Pemohon untuk legalitas perkawinannya, maka

pengajuan  itsbat  nikah  tersebut  telah  sesuai  dengan  Pasal  7  Ayat  3

Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini patut dipertimbangkan lebih

lanjut;
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Menimbang,  bahwa  Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

(KHI)  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah

apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan

kepercayaannya itu; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  maka  Majelis

Hakim  berkesimpulan  telah  terbukti  Para  Pemohon  telah  melaksanakan

pernikahan menurut syari’at agama Islam pada tanggal 23 Desember 2017 di

Kampung Baru Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya

Tengah,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat

sebagaimana yang dikehendaki  oleh ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Para Pemohon

tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18,

Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal

25,  Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat  (1), Pasal 30, Pasal 31,

Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang

diambil  alih menjadi pendapat majelis dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV

halaman 254, sebagai berikut:

ولى         مننحو وشروطه صحته ذكر علىامرأة بنكاح الدعوى وفى

عدل  وشاهدى

Artinya:  “Dan  dalam  pengakuan  tentang  pernikahan  dengan  seseorang

wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu

dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sesuai  pula  dengan  kaidah  hukum  Islam  dalam  kitab  Bughyatul

Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

والإرث          الزوجية ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا
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Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi

seseorang  perempuan  yang  sesuai  dengan  permohonan,  maka

tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan“;

 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isi pokoknya menyatakan bahwa “Dan

dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang dapat

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan

dengan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  telah  terbukti  pernikahan  Para  Pemohon  belum

dicatatkan di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan setempat,  sehingga Para

Pemohon tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang

dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa

pernikahan  antara  Para  Pemohon  tersebut  telah  memenuhi  syarat  dan

rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

(KHI)  jo.  Pasal  283  R.Bg.  jo.  Pasal  1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata,  Oleh  karena  permohonan  Para  Pemohon  tersebut  beralasan

hukum,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  Para

Pemohon petitum angka 1 patut untuk dikabulkan:

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Para  Pemohon

dikabulkan,  maka  Majelis  Hakim  menyatakan sah  pernikahan  antara

Pemohon  I (Muhamad  Ari  bin  Misbah)  dengan  Pemohon  II  (Nining

Supriningsih  binti  Abdussamad)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  23
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Desember  2017  di  Kampung  Baru  Lingkungan  Berukelak,  Kelurahan

Sasake,  Kecamatan  Praya  Tengah,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Provinsi

Nusa Tenggara Barat;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan

dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya

penetapan pengadilan;

Menimbang,  bahwa oleh  karena permohonan Para  Pemohon telah

terbukti  dan telah dikabulkan,  maka untuk memenuhi  ketentuan Pasal  36

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

jo. Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

perlu  memerintahkan  kepada  Para  Pemohon  untuk  mencatatkan

perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

tinggal  Para  Pemohon  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang,  bahwa  perkara  isbat  nikah  termasuk  perkara dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  berdasarkan

ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhamad Ari bin 

Misbah) dengan Pemohon II (Nining Supriningsih binti Abdussamad) 

yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017 di Kampung Baru 

Lingkungan Berukelak, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan 

perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah 

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  penetapan  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari  Selasa, tanggal 10 September

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah yang

terdiri dari Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lailatul

Khoiriyah, S.H.I., M.H., dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum

dibantu H. Hannan, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Pemohon;

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
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Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hannan, B.A.

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Proses
2. Biaya Panggilan
3. PNBP:

− Pendaftaran
− Relaas Panggilan 
− Biaya Redaksi

4. Biaya Meterai

Rp100.000,00
Rp250.000,00

Rp30.000,00
Rp20.000,00
Rp10.000,00
Rp  10.000  ,  00  

    Jumlah Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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